BERITA DAERAH

KABUPATEN NIAS
NOMOR : 124 SERI : A

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
S Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias
tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015
sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2015;



Mengingat

|

Undang-Undang  Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4421);



9.

10.

11

12,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang  Sistem  Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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22,

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayvanan
Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah .
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



26.

27.

28.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165});
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa  kali terakhir  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;



30.

31.

od.

33.

34.

Peraturan  Menteri Dalam = Negeri
Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi  Kewenangan  Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008
Nomor 12 Seri E);
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395.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok -
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

. Peraturan Daerah Kabupaten Nias

Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13
Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
3 Tahun 2013 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Nomor 3 Seri: E);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Dana Bergulir yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2013 Nomor 4 Seri E);

Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun
2013 tentang Penetapan Akademi
Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah
Kabupaten Nias Sebagai Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
(Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 4
Seri: E);

Peraturan Bupati Nias Nomor 35
Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Nias Tahun 2013 Nomor 215 Seri E);
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41.

42.

43.

Peraturan Bupati Nias Nomor 36
Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Keuangan Daerah
Kabupaten Nias (Berita  Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor
216 Seri A);

Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun
2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Nias Tahun 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Nias Nomor 10 Seri: E);
Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun
2014 tentang Pembentukan Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Nias;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NIAS TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

TahunAnggaran2015 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli

Daerah

Rp. 63.227.700.000,-

b. Dana Perimbangan Rp. 461.301.593.000,-
¢. Lain-lain Pendapatan

yang Sah

Rp. 36.333.099.525,-

Jumlah Pendapatan Rp. 560.862.392.525,-
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2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 204.976.425.608,-
2) Belanja Bunga Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi Rp. 0,-
4) Belanja Hibah Rp. 7.497.000.000,-
S) Belanja Bantuan Sosial Rp. 120.000.000,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 21.328.392.525,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.429.500.000,-
Rp.235.351.318.133,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 50.944.368.300,-
2) Belanja Barang dan Jasa  Rp. 143.814.779.491,-
3) Belanja Modal Rp. 172.055.253.883,-

Rp. 366.814.401.674 -
Jumlah Belanja Rp.602.165.719.807,-
Surplus/{Defisit (Rp. 41.303.327.282,-)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 47.798.343.696,-
b.. Pengeluaran Rp.__1.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 46.798.343.696,- ‘
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 5.495.016.414.-
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Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nias
ni.

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati
Nias ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Nias ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak
‘tanggal 1 Januari 2015.

13



Agar setiap orang wmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 29 Oktober 2014

BUPATI NIAS,
ttd |
SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH UPATEN NIAS,

e

F/ YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 124 SERI: A
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